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KEPALA DESA BOGEM 

KECAMATAN SUKOMORO 

KABUPATEN MAGETAN  

 

PERATURAN DESA BOGEM  

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  

DESA BOGEM TAHUN 2022 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA BOGEM  

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 5 AYAT 

(4)  Peraturan Presiden  Nomor 104  Tahun 2021  tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022, Pemerintahan Desa wajib 

menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP 

Desa) yang  memuat rencana penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan dalam 

Peraturan Presiden tersebut;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Desa  tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa  (RKPDesa ) Desa Bogem Tahun 2022; 

 

SALINAN  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana 

telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015  

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa 
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  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang  Pengelolaan Keuangan Desa 

  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana 

Desa Tahun 2021; 

  8. 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

  9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

  10 

 

 

 

11. 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2022 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali  terakhir dengan Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2019 Nomor 62); 

  12. Peraturan Desa Bogem Nomor 4 Tahun 2020 

sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Desa Bogem 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) 

Desa Bogem Tahun 2020 – 2025. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM 

Dan 

KEPALA DESA BOGEM 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan   :  PERATURAN  DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  

 PEMERINTAH  DESA  (RKP DESA ) DESA BOGEM TAHUN 2022 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan  

4. Bupati adalah Bupati Magetan . 

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat 

Daerah. 

6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Desa  adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten 

Magetan. 

8. Pemerintahan Desa  adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Desa  dan Badan 

Permusyawaratan Desa  dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul 
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dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Badan Permusyawaratan Desa  yang selanjutnya disebut 

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan 

demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

10. Pemerintah Desa  adalah Kepala Desa  dan Perangkat Desa  

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa . 

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 

yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa  bersama 

dengan Kepala Desa . 

12. Peraturan Kepala Desa  adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa  yang bersifat 

mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa  dan 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

13. Keputusan Kepala Desa  adalah Keputusan yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa  yang bersifat menetapkan dalam rangka 

melaksanakan Peraturan Desa  maupun Peraturan 

KepalaDesa . 

14. Keputusan BPD adalah semua Keputusan yang ditetapkan 

oleh BPD. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  yang 

selanjutnya disingkat RPJM Desa  adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat 

arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan 

keuangan Desa, kebijakan umum dan program serta 

program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja. 
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16. Rencana Kerja Pemerintah Desa  yang selanjutnya disebut 

RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 

(satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa  yang 

memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan 

mempertimbangkan kerangka pendanaan yang 

dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, 

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik 

yang dilaksanakan langsung oleh   Pemerintah Desa  

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah dan RPJM Desa . 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  yang selanjutnya 

disebut APB Desa  adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan Desa  yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Desa  dan BPD, yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa . 

18. Alokasi Dana Desa  yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota 

untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

Kabupaten/Kota. 

19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa  yang 

diinginkan. 

20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus 

dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan 

efisien. 
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BAB II 
 

SISTEMATIKA  

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  

Pasal 2 

 

(1) RKP Desa Bogem Tahun 2022 berisi uraian tentang : 

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;  

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa  yang 

dikelola oleh Desa;  

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa  yang 

dikelola melalui kerja sama antar-Desa  dan pihak ketiga;  

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa  yang 

dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari 

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah; dan  

e. pelaksana kegiatan Desa  yang terdiri atas unsur 

perangkat Desa  dan/atau unsur masyarakat Desa .  

 

(2) RKP Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh 

Pemerintah Desa  sesuai dengan informasi dari pemerintah 

daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa  dan rencana 

kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan 

pemerintah Daerah.  

 

(3) RKP Desa Bogem Tahun 2022 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian 

yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

 

Pasal 3 

RKP Desa  Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintahan Desa  dalam pelaksanaan pembangunan Desa  

Tahun 2022. 
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Pasal 4 

Berdasarkan Peraturan Desa  ini, selanjutnya disusun Rencana 

Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa  Tahun 

Anggaran 2022. 

Pasal 5 

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. 

 

BAB III 

KETENTUAN PERUBAHAN  

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

  

Pasal 6 

 

RKP Desa  dapat diubah dalam hal:  

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, 

krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 

berkepanjangan; atau 

2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan 

3. perubahan RKP Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan Desa  dan selanjutnya ditetapkan dengan 

peraturan Desa . 

4.  

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa  ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Kepala Desa. 
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Pasal 8 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa 

Bogem 

 

Ditetapkan di Bogem 

pada tanggal 8 September 2021 

 

KEPALA DESA BOGEM 

TTD 

    EVA PUSPASARI 

 

Diundangkan di Bogem 

Pada tanggaL 8 September 2021 

 

    SEKRETARIS DESA 

                TTD 

          SUPALIANTO 

 

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2021 NOMOR 4  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS DESA BOGEM 

 

 

SUPALIANTO 

 

 

 


